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Abstrak
 

Skripsi ini membahas mengenai penerapan teori voortgezette handeling yang merupakan suatu bentuk ajaran

gabungan tindak pidana pada kasus tindak pidana korupsi dengan melihat dasar pertimbangan Majelis

Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam memutus sengketa

yang berkaitan dengan hal ini. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian

adalah penerapan voortgezette handeling pada kasus tindak pidana korupsi kerap dicampuradukkan dengan

penerapan bentuk gabungan tindak pidana lain yaitu meerdaadse samenloop.Terdapat putusan yang tidak

memadai dalam menjelaskan dasar digunakannya teori voortgezette handeling. Hakim dan Jaksa kurang

memperhatikan masalah penerapan gabungan tindak pidana karena bukan merupakan materi pokok, Hakim

berpendapat jika dipermasalahkan akan menyebabkan pelaku tidak dapat dipidana. Namun, ternyata tidak

terbutinya Pasal mengenai gabungan tindak pidana tidak menyebabkan putusan menjadi bebas.

Atas hasil penelitian ini terdapat empat saran. Saran pertama agar digunakan ukuran adanya penentuan

jumlah hasil yang akan diperoleh dalam suatu tindak pidana korupsi untuk memenuhi syarat adanya satu niat

yang menjadi kehendak dasar dari tiga syarat terdapatnya suatu voortgezette handeling. Saran kedua agar

hakim mengembalikan dakwaan untuk dibenarkan saat menemui penerapan voortgezette handelingyang

salah sebelum sidang dimulai. Saran ketiga agar hakim membenarkan penerapan gabungan tindak

pidanapada amar putusannya namun dengan tetap menjatuhkan pidana tidak lebih dari yang dapat

diancamkan stelsel pemidanaan voortgezette handeling yang telah didakwakan. Saran keempat menerapkan

ajaran gabungan tindak tindak pidana pada tindak pidana dengan ancaman pidana minimum khusus seperti

yang tertuang dalam RKUHP dengan melakukan penafsiran futuristik.

......

This thesis systematically elaborates the implementation of the voortgezette handeling theory, which has

become one of the main aspects in criminal conduct concurrence subject. The implementation of such theory

could be seen in the legal analysis in the verdicts which were made by the Judges ofCorruption Court on

Central Jakarta District Court. Based on this research, judges tend to make a mixture between voortgezette

handeling and meerdaadse samenloop, the other type of criminal conduct concurrences. The judges provided

inadequate analysis to implement such voortgezette handeling theory on their verdict. Both judges and

https://lib.ui.ac.id/detail?id=20346309&lokasi=lokal


prosecutors seem pay less attention to the criminal act concurrence matters. Judges also seem concerned that

if such theory mistakenly applied, the defendant could be found as not guilty. However, even if the article

about the criminal act concurrence had not proven, that does not mean the defendant is automatically

decided as not guilty.

There are four suggestions regarding this concern. First, that would be better if the result of the corruption

conduct to be determined before in order to answer the question whether the requirements of voortgezette

handeling theory had been fulfilled or not. Second, would be better if the judges send the prosecution letter

back to the prosecutor to be revised, as long as the trial has not been started, in case any mistake on the

voortgezette handeling theory implementation had been found. Third, the judge shall be encouraged to

confirm the implementation of any criminal act concurrence whenever found, and this does not mean that

the main penalty prosecuted could be reduced by such confirmation. Fourth, judges shall be encouraged to

implement the criminal act concurrence matters as provided in the Draft of the New Criminal Code of

Republic Indonesia by conducting futuristic interpretation.


